peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban Notaris
dalam membuat akta. Dan hendaklah seorang Notaris tetap menjaga
kekuatan pembuktian dari suatu akta autentik yang ia buat dengan
memperhatikan aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiilnya sehingga
akta yang ia buat mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

2. Seorang Notaris yang membuat Salinan akta yang tidak sesuai dengan
Minuta akta harus dengan segera menarik Salinan akta yang telah dibuat
untuk dimusnahkan, jika Salinan telah berada ditangan para pihak, maka
Notaris harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para pihak serta
meminta maaf atas kekhilafan yang diperbuatnya kemudian membuat
Salinan akta yang baru dengan dihadiri dan disetujui oleh pihak-pihak yang

berkepentingan.
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